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BUPATI BUTON SELATAN  

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN  
NOMOR :   10    TAHUN  2016 

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BUTON SELATAN, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 huruf d dan 

Pasal 179 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Bupati mempunyai kewenangan untuk memberikan Izin 
Trayek dan Izin Operasi angkutan umum untuk jaringan 
trayek dan wilayah operasi yang menjadi kewenangannya; 

    b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Izin Trayek merupakan jenis retribusi perizinan tertentu 
yang dapat dipungut dan dikelola oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota serta pengaturanya diatur dengan 
Peraturan Daerah; 

    c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten  Buton Selatan   
tentang Retribusi Izin Trayek. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4444; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22          
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara            
Nomor 5563); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993  Nomor 64); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 

14. Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor  54,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 3952); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4145); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5594); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Lembaran Negara dan Berita Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun  2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia           
Tahun 2015 Nomor 2036). 

 

Dengan Persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Buton Selatan   

dan 

Bupati Buton Selatan  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BUTON SELATAN   
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaran urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutanya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah.  

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, 
Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, 
Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 
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8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 

9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas 
Jalan. 

10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat 
ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas 
Jalan. 

11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul 
dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

12. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda 
dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan 
laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 

13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, 
Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna 
Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas 
pendukung. 

14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 

15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di 
atas rel. 

16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan 
oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 

17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan 
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 

18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi 
gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan 
dan fasilitas pendukung. 

19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali 
jalan rel dan jalan kabel. 

20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang 
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan 
dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda 

angkutan. 

21. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk 
menaikkan dan menurunkan penumpang. 

22. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 

23. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara 
dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 

24. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa 
lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi 
sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna 
Jalan. 
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25. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau 
di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang 
membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta 
lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan 
membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 

26. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang 
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat 
bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di 
persimpangan atau pada ruas Jalan. 

27. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau 
tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau 
Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 

28. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan 
jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor 
Umum. 

29. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang 
menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 

30. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 
Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 

31. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak 
diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa 
Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau 
kerugian harta benda. 

32. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi 
dan awak Kendaraan. 

33. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas 
Jalan. 

34. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu 
lintas. 

35. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk 
kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara 
berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

36. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, 
pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam 
rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. 

37. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 

terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan 
perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. 

38. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 
terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas 
yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau 
lingkungan. 

39. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 
berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan 
kewajiban setiap Pengguna Jalan. 

40. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 
berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan 
kemacetan di Jalan. 
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41. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan 
melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian 
data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

42. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

43. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat 
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi. 

44. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

45. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa 
angkutan orang dengan mobil bis, mobil penumpang yang mempunyai 
asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap 
maupun tidak terjadwal. 

46. Izin Trayek dalam trayek tetap adalah izin yang diberikan pada orang 
pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan umum 
dengan trayek tetap dan teratur. 

47. Izin operasi dalam trayek tidak tetap adalah izin yang diberikan kepada 
orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan 
umum dengan trayek tidak tetap dan teratur. 

48. Izin trayek yang digunakan secara insidentil adalah izin yang diberikan 
kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha 
angkutan untuk melayani tidak dalam trayek. 

49. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu 
atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Kabupaten. 

50. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Kabupaten  dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 

51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 

52. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek. 

53. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah. 

54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 
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55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya 
retribusi daerah yang terutang. 

57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 

58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 

59. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan 
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan 
SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi. 

60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketetentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakn daerah. 

61. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

62. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten  Buton Selatan   yang diberi wewenang khusus oleh 
Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan yang memuat ketentuan 
Pidana. 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal  2 

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran 
atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau 
beberapa trayek tertentu dalam Kabupaten. 

 

Pasal  3 

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi 
atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum 
pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 

Pasal  4 

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan 
yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 
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(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan 
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal  5 

(1) Retribusi Izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 
ini terdiri dari : 

a. Retribusi Izin Trayek dalam Trayek Tetap. 

b. Retribusi Izin Trayek dalam Trayek Tidak Tetap. 

c. Retribusi Izin Trayek yang digunakan secara Insidentil. 

 

BAB IV 

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI 

Pasal  6 

(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara 
tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang 
dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang 
bersangkutan. 

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah 
atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya 
Retribusi yang terutang. 

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan 
seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan 
sasaran penetapan tarif Retribusi. 

 

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN 
BESARNYA TARIF 

Pasal  7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian Izin Trayek. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, 
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari 
pemberian izin tersebut. 

Pasal  8 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
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(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian. 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal  9 

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut: 

a. Izin Angkutan Orang dalam Trayek: 

1) Angkutan Perdesaan : 

a) Mobil Penumpang Umum: 

- 1 s/d 5 seat   Rp.  450.000,-/kendaraan; 

- 6 s/d 8 seat   Rp. 475.000,-/kendaraan; 

b) Bus Kecil : 

- 9 s/d 12 seat   Rp. 500.000,-/kendaraan; 

- 13 s/d 16 seat  Rp. 550.000,-/kendaraan; 

2) Angkutan Kota : 

a) Mobil Penumpang Umum: 

- 1 s/d 5 seat   Rp. 450.000,-/kendaraan; 

- 6 s/d 8 seat   Rp. 475.000,-/kendaraan; 

b) Bus Kecil : 

- 9 s/d 12 seat   Rp. 500.000,-/kendaraan; 

- 13 s/d 16 seat  Rp. 550.000,-/kendaraan; 

c) Bus Sedang : 

- 16 s/d 20 seat  Rp. 575.000,-/kendaraan; 

- 20 s.d 28 seat   Rp. 600.000,-/kendaraan; 

d) Bus Besar : 

- 29 s/d 35 seat  Rp. 625.000,-/kendaraan; 

- 36 s/d 40 seat  Rp. 650.000,-/kendaraan; 

- Lebih dari 40 seat  Rp. 700.000,-/kendaraan; 

3)  Angkutan Antar Jemput : 

a) Mobil Penumpang Umum : 

- 1 s/d 5 seat   Rp. 450.000,-/kendaraan; 

- 6 s/d 8 seat   Rp. 475.000,-/kendaraan; 

b) Bus Kecil : 

- 9 s/d 12 seat   Rp. 500.000,-/kendaraan; 

- 13 s/d 16 seat   Rp. 550.000,-/kendaraan; 

4) Angkutan Karyawan : 

a) Bus Kecil : 
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- 9 s/d 12 seat    Rp. 500.000,-/kendaraan; 

- 13 s/d 16 seat   Rp. 550.000,-/kendaraan; 

b) Bus Sedang : 

- 16 s/d 20 seat   Rp. 575.000,-/kendaraan; 

- 21 s.d 28 seat    Rp. 600.000,-/kendaraan; 

c) Bus Besar : 

- 29 s/d 35 seat   Rp. 625.000,-/kendaraan; 

- 36 s/d 40 seat   Rp. 650.000,-/kendaraan; 

- Lebih dari 40 seat   Rp. 700.000,-/kendaraan;  

5) Angkutan Pemadu Moda : 

a) Mobil Penumpang Umum : 

- 1 s/d 5 seat    Rp. 450.000,-/kendaraan; 

- 6 s/d 8 seat    Rp. 475.000,-/kendaraan; 

b) Bus Kecil : 

- 9 s/d 12 seat   Rp. 500.000,-/kendaraan; 

- 13 s/d 16 seat   Rp. 525.000,-/kendaraan; 

c) Bus Sedang : 

- 17 s/d 20 seat   Rp. 550.000,-/kendaraan;  

- 21 s.d 28 seat    Rp. 575.000,-/kendaraan; 

d) Bus Besar : 

- 29 s/d 35 seat   Rp. 600.000,-/kendaraan; 

- 36 s/d 40 seat   Rp. 650.000,-/kendaraan; 

- Lebih dari 40 seat   Rp. 700.000,-/kendaraan; 

6) Angkutan Perbatasan : 

a) Mobil Penumpang Umum : 

- 1 s/d 5 seat    Rp. 450.000,-/kendaraan; 

- 6 s/d 8 seat    Rp. 475.000,-/kendaraan; 

b) Bus Kecil : 

- 9 s/d 12 seat   Rp. 500.000,-/kendaraan; 

- 13 s/d 16 seat   Rp. 525.000,-/kendaraan; 

c) Bus Sedang : 

- 16 s/d 20 seat   Rp. 550.000,-/kendaraan; 

- 21 s.d 28 seat   Rp. 575.000,-/kendaraan; 

d) Bus Besar : 

- 29 s/d 35 seat   Rp. 600.000,-/kendaraan;  

- 36 s/d 40 seat   Rp. 650.000,-/kendaraan; 

- Lebih dari 40 seat   Rp. 700.000,-/kendaraan; 

b. Izin Angkutan Orang Tidak dalam Trayek 

1) Angkutan Taksi : 
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a) Sedan/station wagon   Rp. 500.000,-/kendaraan; 

b) Van     Rp. 550.000,-/kendaraan; 

2) Angkutan Lingkungan: 

a) Mobil Penumpang Umum Roda 3 Rp.250.000,-/kendaraan; 

b) Mobil Penumpang Umum Roda 4 Rp.450.000,-/kendaraan; 

c. Kartu Pengawasan Pengganti Izin Trayek/Izin Operasi : 

Kartu Pengawasan Pengganti Izin Trayek/Izin Operasi dikenakan 
bagi Perusahaan Angkutan pemegang Izin Trayek/Izin Operasi 
dengan tarif Sebesar Rp. 175.000,-/kendaraan  

d. Izin Insidentil :  

1) Bus AKDP yang berdomisili  

Diwilayah Daerah  Rp.50.000,-/kendaraan/sekali perjalanan PP 

2) ANGKOT/ADES  Rp.50.000,-/kendaraan /sekali perjalanan PP 

(2) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah. 

 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin diberikan. 

 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 12 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

 
BAB IX 

PERIZINAN 

Pasal 13 

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan 
penumpang umum dalam wilayah Kabupaten  wajib memperoleh izin 
dari Bupati   atau pejabat lain yang ditunjukan. 

(2) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun 
wajib didaftar ulang. 

(3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 
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Pasal 14 

(1) Persetujuan atau penolakan permohonan izin yang 
disampaikan/diajukan kepastian dalam jangka waktu 15 (lima belas) 
hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. 

(2) Setiap permohonan izin yang mendapat persetujuan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membayar Retribusi dan 
memperoleh/diberi izin. 

(3) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh/diberi izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib untuk : 

a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan 
teknis dan layak jalan. 

b. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi 
tetap serta mematuhi waktu kerja dan waku istirahat bagi 
pengemudi. 

c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan. 

d. Meminta pengesahan kepada Bupati   apabila terjadi perubahan 
penanggung jawab perusahaan. 

e. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan. 

f. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas 
apabila terjadi perubahan alamat selambat–lambatnya 15 (lima belas) 
hari setelah perubahan. 

g. Melayani trayek sesuai dengan izin yang diberikan dengan cara : 

1. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat 
pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan. 

2. Memelihara Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan 
kendaraan yang dioperasikan. 

3. Memberikan Pelayanan yang sebaik–baiknya kepada penumpang. 

4. Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan seragam dan 
tanda pengenal.  

5. Membawa Kartu pengawas dalam operasinya. 

(4) Pendaftaran ualang harus diajukan dalam jangka 2 (dua) bulan sebelum 
masa daftar ulang habis. 

 

Pasal  15 

(1) Setiap perubahan dalam izin harus mendapat persetujuan dari Bupati. 

(2) Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan 
dalam hal : 

a. Pembaharuan masa berlaku izin. 

b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor. 

c. Pengalihan pemilik pengusahaan. 

d. Penambahan frekwensi pelayanan. 

e. Perubahan trayek. 

f. Penggantian kendaraan. 

g. Peremajaan kendaraan. 



 

13 

 

(3) Izin tidak berlaku dan dilarang beroperasi karena : 

a. Telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan. 

b. Dikembalikan oleh pemegang Izin. 

c. Pencabutan Izin. 

d. Habis masa berlaku. 

e. Memindah/mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan 
Bupati. 

(4) Kegiatan usaha angkutan yang tidak memiliki izin trayek dikenakan 
sanksi untuk tidak/dilarang beroperasi. 

 

BAB X 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal   16 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, atau SKRDKBT. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang 
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
didahului dengan Surat Teguran. 

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

 

BAB XI 

KEBERATAN 

Pasal   17 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi 
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan 
Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan penagihan Retribusi. 

 

Pasal 18 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 

memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan 

yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima 

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi 

yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 

tersebut dianggap dikabulkan. 

 

Pasal  19 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah 

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 

(dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

 

BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal  20 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak 

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, 

permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap 

dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi 

lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 

Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 

lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pembayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada  ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XIII 

KEDALUWARSA 

Pasal   21 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa 

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di 

bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 

Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya 

kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 

keberatan oleh Wajib Retribusi. 

 

Pasal   22 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB XIV 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal   23 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) 

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

SKRDKBT dan STRD. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur 

dengan Keputusan Bupati. 

 



 

16 

 

BAB XV 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal   24 

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) 
hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau 
surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus 
melunasi Retribusi yang terutang. 

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang 

ditunjuk. 

 

BAB XVI 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal   25 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Keputusan Bupati   diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang 
diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran 
yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam 
jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 
Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan 
setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Bupati   memberikan 
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan Retribusi. 

 

Pasal   26 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan 
secara tertulis kepada Bupati   melalui Kepala Dinas dengan sekurang-
kurangnya menyebutkan : 

a. Nama dan alamat wajib retribusi. 

b. Masa retribusi. 

c. Besarnya kelebihan pembayaran. 

d. Alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. 
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(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten  atau bukti 

pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima 

oleh Bupati. 

 

Pasal   27 

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat 

pembayaran kelebihan Retribusi. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang 

Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) 

Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah 

bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti 

pembayaran. 

 

BAB XVII 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal  28 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
besarnya Retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan 
kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena 
bencana alam dan kerusuhan. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 
ditetapkan oleh Bupati. 

 

BAB XVIII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal   29 

(1)  Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2)  Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

BAB XIX 

PENYIDIKAN 

Pasal  30 

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
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(3)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a.  menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 

Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut 

menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b.  meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan 

Retribusi; 

c.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 

Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 

Daerah dan Retribusi; 

d.  memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e.  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 

Retribusi; 

g.  menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 

dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

dibawa; 

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

perpajakan Daerah dan Retribusi; 

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau 

k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah      dan Retribusi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

 

BAB XX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal  31 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi 

terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
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BAB XXI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  32 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Selatan. 

 

Ditetapkan di  Batauga 
Pada tanggal    1  Juli   2016 
 

Pj. BUPATI BUTON SELATAN, 
 
 
 

 
MUHAMMAD FAISAL 

Diundangkan di Batauga  
Pada Tanggal   1  Juli  2016 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BUTON SELATAN, 

 
 
 

LA ASARI 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016  
NOMOR : 10 

 

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI 
SULAWESI TENGGARA : 10/2016 

 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BUTON SELATAN, 
 
 
 
Drs. LA GANEFO, M.H 
Pembina TK. I, IV/b 

NIP. 19671231 199403 1 090 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BUTON SELATAN  

NOMOR :   10   TAHUN 2016 

 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

 

I.  PENJELASAN UMUM 

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi 
sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan 
Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh 
karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan 
arahan bagi Pemerintah Kabupaten  Buton Selatan   dalam hal 
pemungutan Retribusi Daerah.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang 
mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten 
Buton Selatan  perlu mengacu kepada Undang-undang dimaksud 
yang selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Retribusi Daerah Retribusi Izin Trayek ditetapkan menjadi 
salah satu jenis Retribusi Daerah. Dalam rangka memberikan 
pelayanan kepada masyarakat pemohon Izin Trayek maka diperlukan 
pengaturan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

 Cukup Jelas 

Pasal 2  

 Cukup Jelas 

Pasal 3  

 Cukup Jelas 

Pasal 4  

 Cukup Jelas 

Pasal 5  

 Cukup Jelas 

Pasal 6  

 Cukup Jelas 

Pasal 7  

 Cukup Jelas 

Pasal 8  

 Cukup Jelas 
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Pasal 9  

 Cukup Jelas 

Pasal 10  

 Cukup Jelas 

Pasal 11  

 Cukup Jelas 

Pasal 12  

 Cukup Jelas 

Pasal 13  

 Cukup Jelas 

Pasal 14  

 Cukup Jelas 

Pasal 15  

 Cukup Jelas 

Pasal 16  

 ayat (1) 

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah 
bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak 
dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam 
pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten  
Buton Selatan   tidak boleh bekerja sama dengan pihak 
ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan 
Retribusi. Pemerintah Kabupaten dapat mengajak 
bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena 
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut 
melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi 
secara lebih efisien. 

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat 
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan 
perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan 
penyetoran Retribusi dan penagihan retribusi. 

Pasal 16  

 ayat (2) 

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan 
antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan. 

Pasal 16  

 ayat (3) cukup jelas 

Pasal 16  

 ayat (4) cukup jelas 

Pasal 16  

 Cukup jelas 

Pasal 17  

 Cukup jelas 
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Pasal 18  

 Cukup jelas 

Pasal 19  

 Cukup jelas 

Pasal 20  

 Cukup jelas 

Pasal 21  

 Cukup jelas 

Pasal 22  

 Cukup jelas 

Pasal 23  

 Cukup jelas 

Pasal 24  

 Cukup jelas 

Pasal 25  

 Cukup jelas 

Pasal 26  

 Cukup jelas 

Pasal 27  

 Cukup jelas 

Pasal 28  

 Cukup jelas 

Pasal 29  

 Cukup jelas 

Pasal 30  

 Cukup jelas 

Pasal 31  

 Cukup jelas 

Pasal 32  

 Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN  

TAHUN 2016  NOMOR : 10 

 


